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GLOSARIUM

ASEAN:

Association for Southeast Asian Nations (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)

BMKG:

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

BPPSDM:

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

CPO:
Crude Palm Qil (Minyak Sawit Mentah)

FLW:

Food Loss and Food Waste

FOLU:

Forestry and Other Land Uses (Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya)

GRK:

Gas Rumah Kaca

Kementan:
Kementerian Pertanian

LSM:

Lembaga Swadaya Masyarakat

NDC:

Nationally Determined Contribution

OECD:

Organization for Economic Co-operation and Development

PDB:

Produk Domestik Bruto

PES:

Payments for Environmental Services (Pembayaran Atas Jasa Lingkungan)




RSPO:

Roundtable Sustainable Palm Oil

SRI:

System of Rice Intensification (Sistem Intensifikasi Padi)

Susenas:
Survei Sosial Ekonomi Nasional
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Sektor pertanian di Indonesia telah memainkan peran signifikan dalam penurunan kemiskinan
dan transformasi ekonomi. Namun, masih terdapat sederet tantangan dalam meningkatkan
produktivitas pertanian dan pendapatan petani guna memberantas kemiskinan ekstrem serta
memastikan ketahanan pangan. Sektor pertanian berkontribusi terhadap sekitar sepertiga
lapangan kerja di Indonesia. Demi mencapai tujuan Indonesia memberantas kemiskinan ekstrem,
mengerek produktivitas pertanian, dan mewujudkan emisi karbon nol bersih (net zero), Indonesia
perlu bertransisi ke sistem agropangan berkelanjutan.

Strategi-strategi yang digunakan saat ini untuk memperbaiki sistem agropangan di Indonesia
sudah tidak lagi berkelanjutan maupun efektif. Sistem agropangan menjadi penyumbang maupun
korban perubahan iklim, dengan pertanian, alih fungsi lahan, dan kehutanan sebagai kontributor
utama emisi gas rumah kaca (GRK). Deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit menjadi
penyebab alih fungsi lahan yang signifikan. Maka dari itu, sistem agropangan sangatlah penting
untuk mewujudkan komitmen iklim Indonesia dan memitigasi dampak-dampak perubahan iklim
terhadap petani dan nelayan.

Ada sejumlah tantangan utama yang menghambat perkembangan sistem agropangan di
Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut meliputi (i) kebergantungan tinggi terhadap dukungan
pertanian yang tidak efektif; (ii) ekspansi lahan besar-besaran untuk produksi pangan; (iii) tingkat
food waste dan food loss yang tinggi; (iv) kurangnya layanan penyuluhan pertanian dan informasi
iklim; serta (v) tujuan ketahanan pangan dan ketahanan energi yang saling bertentangan.
Penyelesaian persoalan-persoalan ini membutuhkan serangkaian intervensi dan reformasi
kebijakan.

Kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan adalah (i) mengarahkan kembali subsidi pertanian
untuk mendukung petani secara langsung; (i) mempromosikan intensifikasi, alih-alih ekspansi
lahan; (iii) berinvestasi pada logistik dan teknologi pascapanen untuk mengurangi food loss; (iv)
memperkuat layanan penyuluhan pertanian dan sistem informasi iklim; dan (v) mendiversifikasi
sumber bahan bakar nabati (BBN) untuk mengurangi beban produksi kelapa sawit. Kebijakan-
kebijakan tersebut bertujuan mendorong keberlanjutan, meningkatkan produktivitas, serta
memperbaiki resiliensi sistem agropangan di Indonesia.




KONDISI SISTEM AGROPANGAN INDONESIA SAAT INI

Pertumbuhan pertanian berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan
transformasi ekonomi di Indonesia. Meski kontribusinya terhadap produk domestik bruto
(PDB) telah menurun (dari 17% pada 1995 menjadi 13% pada 2019), sektor pertanian masih
menyumbang sekitar sepertiga lapangan kerja di Indonesia—dibandingkan dengan sekitar 44%
lapangan kerja pada 1995 (Gil Sander & Yoong, 2021; Savelli et al., 2021).

Sektor pertanian diperkirakan telah mengurangi sekitar separuh kemiskinan ekstrem' dari
2000 hingga 2021, tetapi pertumbuhannya melambat dalam beberapa tahun belakangan. Sektor
pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 3,89% dan 3,61% pada 2018 dan 2019 secara
berturut-turut, tetapi kemudian melambat menjadi 1,75% dan 1,84% pada 2020 dan 2021, dan
mencapai hanya 1,21-1,65% pada tiga kuartal pertama 2022 (Badan Pusat Statistik [BPS], 2022).
Kemerosotan tingkat pertumbuhan ini menyebabkan sektor pertanian tidak dapat berkontribusi
terhadap penanggulangan kemiskinan dan pembangunan manusia. Ambisi Indonesia untuk
memberantas kemiskinan ekstrem pada akhir 2024—tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021
adalah 2,2%—akan mustahil terwujud tanpa adanya peningkatan produktivitas pertanian dan
pendapatan petani.

Dari segi konsumsi, Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan besar untuk memenuhi
kebutuhan gizi masyarakatnya. Keterjangkauan pangan memainkan peran penting dalam
memengaruhi kesejahteraan gizi individu. Saat ini, meski tampak mengalami perbaikan, 21,6%
anak-anak Indonesia di bawah lima tahun (balita) menderita malanutrisi kronis (stunting). Untuk
mencapai tujuan ambisius mengurangi tingkat stunting menjadi 14% pada akhir 2024, Indonesia
harus meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan pangan bergizi serta mempromosikan
kebiasaan konsumsi pangan yang lebih sehat. Dari data yang mencakup harga pangan di 90 kota
pada 2021 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari Maret 2021, sekitar 68%, atau
hampir 184 juta penduduk Indonesia, tidak mampu membeli makanan yang bergizi seimbang
(Alta et al., 2023).

Strategi-strategi business-as-usual (BaU) untuk memperbaiki sistem agropangan di Indonesia
tidak lagi berkelanjutan maupun efektif. Sistem agropangan telah menjadi penyumbang maupun
korban perubahan iklim. Target ambisius Indonesia untuk mencapai emisi karbon nol bersih
(net zero) pada 2060? akan sulit tercapai tanpa penerapan praktik-praktik pertanian yang lebih
berkelanjutan dan peningkatan efisiensi pada rantai nilai pangan.

" Kemiskinan ekstrem adalah didefinisikan sebagai hidup dengan kurang dari US$1,9 per hari.

? Target emisi ini telah dimajukan satu dasawarsa menjadi 2050 setelah Indonesia memperoleh US$20 miliar dari Kemitraan
Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership atau JETP), sebuah kerja sama internasional negara-negara
maju yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang untuk membiayai transisi energi negara-negara berkembang dan
berpendapatan rendah. Dengan dana ini, Indonesia juga meningkatkan target proporsi energi terbarukan dalam pembangkitan
energi keseluruhan dari 11,5 persen pada 2021 menjadi lebih dari sepertiga pada 2030.
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Pertanian, alih fungsi lahan (sebagian besar deforestasi untuk membuka lahan pertanian), dan
kehutanan merupakan penyumbang terbesar gas rumah kaca (GRK) di Indonesia. Gas metana
dari peternakan dan pertanian beras, nitrogen oksida dari penggunaan pupuk, penggunaan
energi pada lahan pertanian dan sistem produksi pupuk, serta pengolahan, pendinginan,
dan pengangkutan pangan di rantai pasok turut menyumbang emisi GRK dalam jumlah yang
signifikan. Akan tetapi, cuaca yang ekstrem dan tidak dapat diprediksi juga berdampak negatif
terhadap para petani dan nelayan Indonesia (Savelli et al., 2021), dan diperkirakan bahwa 25-30%
dari produksi pangan global dapat terdampak oleh cuaca ekstrem dan guncangan perubahan
iklim lainnya pada abad ini (FAO, 2016).

Indonesia memerlukan strategi-strategi baru untuk membangun sistem agropangan yang lebih
berkelanjutan jika ingin mencapai tujuan memberantas kemiskinan ekstrem, menjaga ketahanan
pangan dan gizi, serta mewujudkan emisi karbon nol bersih.

Idealnya, sistem agropangan dapat memproduksi hasil pertanian tanpa melakukan deforestasi
dan konversi habitat alami, sembari mengedukasi petani dan konsumen untuk beradaptasi
dan memitigasi dampak-dampak perubahan iklim. Mengabaikan emisi GRK dari sistem
agropangan kita bukanlah pilihan (Ritchie et al., 2020). Indonesia adalah penyumbang GRK
terbesar kelima di dunia, membentuk sekitar 4% dari keseluruhan emisi GRK global pada
2019. Transisi menuju sistem agropangan yang lebih berkelanjutan akan sangat membantu
upaya mitigasi perubahan iklim.

Sayangnya, Indonesia masih terjebak dalam pola pikir yang produksisentris dan menghadapi
tantangan-tantangan besar dalam mentransformasikan sistem agropangannya dan menerapkan
keberlanjutan.




BERBAGAI TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN
SISTEM AGROPANGAN BERKELANJUTAN
DI INDONESIA

Secara global, sistem agropangan berkontribusi terhadap sepertiga dari keseluruhan emisi GRK
(Crippa et al., 2021). Di Indonesia, emisi GRK dari sistem argopangan sebagian besar berasal
dari alih fungsi lahan dan kehutanan yang menyumbang 48,7% emisi pada 2019, dan pertanian
yang menyumbang 9% (Tabel 1). Sebagai perbandingan, 18,4% emisi GRK secara global berasal
dari pertanian, alih fungsi lahan, dan kehutanan (Ritchie et al., 2020). Sumbangan emisi GRK
Indonesia dari alih fungsi lahan dan kehutanan menjadi yang tertinggi di antara negara-negara
ASEAN, dan bahkan lebih tinggi dari Tiongkok dan India. Kurang lebih 73% emisi dari alih fungsi
lahan dan kehutanan berasal dari deforestasi yang mayoritas didorong oleh perkebunan kelapa
sawit dari 2000 hingga 2016. Pada 2016, pemerintah memberlakukan moratorium penerbitan
izin perkebunan kelapa sawit baru selama lima tahun (Savelli et al., 2021).

Emisi GRK Indonesia dari alih fungsi lahan dan kehutanan
merupakan yang tertinggi di antara negara-negara anggota
ASEAN, bahkan lebih tinggi dari Tiongkok dan India. Sekitar 73%
emisi alih fungsi lahan dan kehutanan berasal dari deforestasi
yang sebagian besar didorong oleh perkebunan kelapa sawit.

Tabel 1.
Kontribusi Sektoral Emisi GRK di Indonesia (dalam %)

61 44 32 49

Alih fungsi lahan dan kehutanan

Pertanian 11 12 14 9

Limbah 13 16 11 7

Industri 1 2 2 2

Manufaktur dan konstruksi 2 5 1" 8
Transportasi 3 5 8 8

Tenaga listrik dan panas 4 8 13 13
Bangunan 3 4 3 2

Emisi fugitive 3 3 4 3

Pembakaran bahan bakar lainnya 0 1 1 0
Aviasi dan perkapalan 0 0 0 0

Sumber: Ritchie et al., 2020

N
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Emisi sektor pertanian Indonesia membentuk 38% dari keseluruhan emisi kawasan ASEAN, dan
Indonesia menjadi rumah bagi 41% penduduk kawasan ini. Di banyak negara Asia Tenggara,
termasuk Indonesia, beras berkontribusi secara signifikan terhadap emisi GRK, terutama
melalui lahan persawahan yang menghasilkan metana (Searchinger & Waite, 2014). Secara
global, 10% emisi metana berasal dari pertanian beras, tetapi di Asia Tenggara, pertanian beras
menyumbang hingga sekitar 25-33% emisi metana (Umali-Deininger, 2022). Pertanian beras
adalah sumber emisi GRK terbesar di sektor pertanian Indonesia, menyumbang 39% terhadap
keseluruhan emisi dari sektor pertanian (Savelli et al., 2021).

Pertanian beras adalah Pada 1960-an, Revolusi Hijau memperkenalkan praktik-praktik
sumber emisi GRK terbesar pertanian intensif yang membutuhkan input-input industri—seperti
di sektor pertaman panen. Meski teknologi Revolusi Hijau menyelamatkan Indonesia dari
Indonesia, menyumbang kelangkaanberasdankelaparanketikakekeringandanketidakstabilan

39% terhadap keseluruhan politik melanda pada 1960-an, paradigma produksisentris® dari
revolusi ini telah menimbulkan krisis ekosistem—tanah, air tanah,

pupuk, pestisida, dan benih unggul—untuk meningkatkan hasil

emisi dari sektor pertaman' udara, serta sumber daya alam lainnya—dan kesehatan manusia.

Paradigma ini mengakar dalam praktik-praktik yang diterapkan oleh petani dan kebijakan-
kebijakan pemerintah. Untuk beralih menuju paradigma ekosistemsentris bukanlah hal yang
mudah (Paliath, 2022). Hampir di seluruh dunia, upaya-upaya untuk mengembangkan skala (scale
up) atau mengarusutamakan praktik-praktik pertanian alternatif, seperti pertanian organik dan
Sistem Intensifikasi Padi (System of Rice Intensification atau SRI), telah menunjukkan capaian
yang terbatas dalam tiga dasawarsa terakhir (Pretty, 2007).

Tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menciptakan sistem agropangan
berkelanjutan dipaparkan secara terperinci di bawah ini. Pembahasan ini tidak bersifat
menyeluruh dan hanya berfokus pada isu-isu yang paling mendesak.

® Paradigma produksisentris berfokus pada peningkatan produksi tanpa mempertimbangkan dampak-dampak lingkungan
yang ditimbulkan.




KEBERGANTUNGAN TINGGI PADA
DUKUNGAN PERTANIAN

Di antara negara-negara berkembang dan anggota Organization for Economic Co-operation
and Development (OECD), Indonesia memberikan dukungan terbesar kepada sektor pertanian
berdasarkan persentase dari PDB (Bank Dunia, 2020a). Namun, dukungan pertanian yang
diberikan mayoritas berbentuk dukungan harga pasar (misalnya, harga tetap dan hambatan
perdagangan) dan subsidi langsung (misalnya, pupuk dan benih) untuk produksi beras, alih-
alih penyediaan barang publik, seperti infrastruktur perdesaan dan perkotaan dan teknologi
pascapanen, guna mengurangi food loss. Bentuk-bentuk dukungan pertanian seperti ini tidak
hanya mengurangi minat petani mendiversifikasikan tanaman yang diusahakan agar tidak hanya
menanam padi, tetapi juga menciptakan kerugian lingkungan yang besar dalam bentuk emisi
GRK, degradasi lahan, dan polusi lingkungan karena beras adalah komoditas yang budi dayanya
membutuhkan air serta menghasilkan GRK dalam jumlah besar.

Kendati sebagian besar subsidi pupuk (salah satu bentuk dukungan pertanian) sebenarnya

menyasar petani beras berskala kecil, banyak subsidi yang bocor ke perkebunan-perkebunan

kelapa sawit berskala besar (Fabi & Munthe, 2016). Subsidi pupuk naik dari 2,5 triliun rupiah pada

2005 menjadi 25,3 triliun rupiah pada 2021. Subsidi ini diambil dari 25-30% anggaran pertanian

tahunan—atau setara dengan 1% dari total Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN). Subsidi ini adalah cara yang mahal, Subsidi pupuk adalah bentuk

tidak tersasar dengan baik, regresif, rentan mengalami kebocoran®, dukungan yang mahal

dan tidak efektif secara biaya untuk meningkatkan produksi (Bank '

Dunia, 2020a). tidak tersasar dengan baik,
dan rentan mengalami

Selain itu, subsidi juga mendorong penggunaan pupuk yang tidak kebocoran, serta bukan
seimbang karena petani menggunakannya secara berlebihan .
sehingga menyebabkan polusi air dan degradasi tanah, serta Carayang efektif untuk
menciptakan emisi nitrogen (Alta, et al., 2021). Indonesia memiliki meningkatkan produksi.
tingkat emisinitrogen oksida® dari sektor pertanianyang lebih tinggi

daripada negara ASEAN lainnya, Tiongkok, dan India (Bank Dunia, 2020a). Penggunaan pupuk

kimia yang berlebihan dapat mengurangi zat-zat organik pada tanah sehingga menurunkan
kapasitas penyerapan air (Tilman et al., 2002). Akibatnya, tanaman tidak memperoleh cukup

serapan air dan zat hara untuk mencapai pertumbuhan dan produksi optimal.

Meningkatnya akses terhadap pestisida selama lebih dari dua dasawarsa terakhir akibat regulasi
yang lebih longgar sejak desentralisasi pada 1999 menyebabkan penggunaan pestisida secara
berlebihan dan justru memunculkan kembali hama-hama yang sebelumnya sudah terkendali
dengan baik, seperti wereng coklat. Pestisida juga sangat beracun serta berdampak buruk
terhadap kesehatan fisik petani, konsumen, dan ekosistem.

“ Kebocoran adalah ketika sumber daya dari program-program tertarget digunakan untuk tujuan lainnya.
® Emisi nitrogen oksida adalah hasil dari penggunaan pupuk nitrogen.
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LAJU EKSPANSI LAHAN PERTANIAN YANG TINGGI

Sepertiga dari lahan Indonesia seluas 192 juta hektar dimanfaatkan untuk keperluan sektor
pertanian. Antara 2014 dan 2018, laju ekspansi lahan pertanian mencapai 1,7%, lebih tinggi
daripada rerata kawasan, yakni 1,2%, dan menjadi yang tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah
Vietnam. Penyebab alih fungsi lahan terbesar adalah perkebunan kelapa sawit. Pada 2018, jika
digabungkan, beras dan kelapa sawit dibudidayakan pada 80% luas tanam Indonesia. Produksi
pangan Indonesia sangatlah berpusat pada beras dan kelapa sawit jika dibandingkan dengan,
misalnya, Tiongkok yang mempunyai tanaman pangan lebih beragam di lahan tanamnya (Bank
Dunia, 2020a).

Sejak 2020, Pemerintah Indonesia telah membangun “lumbung pangan (food estates)” di sejumlah
provinsi di Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Selatan, Sulawesi Tengah, dan
Papua. Di Kalimantan Tengah, pemerintah berencana membangun sekitar 60 ribu hektar food
estate, sebagian besar memanfaatkan “lahan gambut satu juta hektar” yang dibangun pada
masa-masa pemerintahan sebelumnya sejak akhir 1990-an. Sekitar 2.000 hektar pembangunan
food estate di Kalimantan Tengah berasal dari konversi hutan menjadi lahan di Kabupaten Gunung
Mas yang awalnya direncanakan untuk lahan singkong.

Peraturan tentang Penyediaan Penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (Permen LHK) No. 24/2020 tentang
Kawasan Hutan untuk Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food
Pembangunan Food Estate Estate  memperbolehkan konversi kawasan hutan dan
berpotensi meningkatkan lahan gambut untuk program food estate. Peraturan ini
.. . berpotensi meningkatkan deforestasi di Indonesia sehingga
deforestasi di Indonesia . ) . :
) bertentangan dengan komitmen-komitmen iklim pemerintah,
sehingga bertolak belakang seperti target-target Enhanced Nationally Determined
dengan komitmen pemerintah,  Contribution (NDC) dan Indonesia’s Forestry and Other Land
seperti target-target Enhanced Use (FO!_U) Net S!nk 2030. Di l.Jawah agenda Enhanc?q NDC
. . Indonesia, pemerintah berkomitmen mengurangi emisi GRK
Natlonally Determined sebesar 31,89% atau 43,2% dengan bantuan internasional
Contribution (ENDC) dan pada 2030. Pada 2060, pemerintah ingin mencapai target

Indonesia’s Forestry and Other emisi nol bersihnya. Sementara itu, dengan FOLU Net Sink

. 2030, Indonesia menargetkan untuk mencapai deforestasi nol
Land Uses (FOLU) Net Sink 2030. : )
bersih pada 2030.

¢ Berdasarkan peta jalan (roadmap) dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kepmen LHK) No.168/2022.




SAMPAH MAKANAN DAN RENDAHNYA EFISIENSI
DI SEPANJANG RANTAI PASOK

Alih-alih membuka lahan dari kawasan hutan dan lahan gambut untuk menciptakan lahan
pertanian baru, pemerintah perlu berfokus pada peningkatan efisiensi di sepanjang rantai
pasok pangan dengan, misalnya, mengurangi food loss dan food waste (FLW). Secara per kapita,
Indonesia diperkirakan akan menjadi negara penghasil FLW terbesar kedua di dunia, yakni 300
kg per kapita per tahun (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas], 2021). Secara
global, FLW dikaitkan dengan sekitar 6% emisi GRK,” atau tiga kali lebih tinggi daripada yang
dihasilkan oleh sektor aviasi.

Sekitar sepertiga bahan pangan yang diproduksi di Indonesia
hilang atau terbuang (Bappenas, 2021). Jumlah FLW mencerminkan
rantai pasok pangan yang tidak efisien di Indonesia, dari produksi
tanaman pangan di lahan pertanian hingga proses pascapanen
dan konsumsi. Sebagai contoh, kehilangan beras pascapanen di
Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 10%®2, serupa dengan
Vietnam yang tingkat FLW-nya sekitar 10-12% (Umali-Deininger,

Jumlah FLW mencerminkan
rantai pasok pangan yang
tidak efisien di Indonesia,
dari produksi tanaman
pangan di lahan pertanian
hingga proses pascapanen

2022). Peningkatan efisiensi penggilingan beras sebesar 5% di
Indonesia dan Vietnam (yang memiliki efisiensi penggilingan masing- dan konsumsi.
masing 63,5% dan 62,5% secara berturut-turut) akan menambah

hampir lima juta ton beras ke pasar. Dengan cara ini, peningkatan kecil pada efisiensi dapat
melonggarkan tekanan pada pasar beras internasional yang minim pasokan dan menurunkan
harga beras global (Umali-Deininger, 2022).

Konsumsi adalah tahap dalam rantai nilai pangan Indonesia yang paling banyak menyebabkan
FLW, dengan jumlah food loss per tahunnya antara 5 dan 19 juta ton. Dalam hal jenis pangan,
jumlah FLW tertinggi berasal dari sektor tanaman pangan, khususnya serealia, dengan jumlah
keseluruhan (jika digabungkan) mencapai 12 hingga 21 juta ton per tahun (Bappenas, 2021).

Investasi pada logistik, penyimpanan, dan teknologi pascapanen dibutuhkan secara mendesak
guna mengurangi makanan yang terbuang di sepanjang rantai pasok, khususnya untuk produk-
produk hortikultura dan hewaniyang mudah busuk. Dalam lima tahun ke depan, permintaan akan
penyimpanan dingin diproyeksikan akan naik 10-20% per tahunnya (Badan Pangan Nasional
[Bapanas], 2023).

7 Angka ini kemungkinan besar lebih kecil daripada yang sebenarnya karena tidak memperhitungkan food loss di lahan pertanian
selama produksi dan panen.
8 Tingkat ini serupa dengan Vietnam yang FLW-nya mencapai 10-12%.
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KURANGNYA LAYANAN PENYULUHAN PERTANIAN
DAN LAYANAN INFORMASI DAN KONSULTASI
TERKAIT IKLIM

Indonesia kurang berinvestasi pada edukasi petani tentang mitigasi atau adaptasi perubahan

iklim, padahal perubahan iklim sangat memengaruhi produksi tanaman pangan. Upaya-upaya

pemerintah untuk membantu petani beradaptasi dengan perubahan iklim dirumitkan oleh

kurangnya layanan informasi dan konsultasi terkait iklim yang mudah

. diakses dan dapat diandalkan. Layanan ini dibutuhkan agar petani

Indonesia kurang
berinvestasi pada
edukasi petanitentang Sejak desentralisasi pada 1999, layanan yang diberikan Pemerintah
Indonesia terkait konsultasi pertanian (layanan penyuluhan) kian
berkurang. Pada 2018, hanya 18 dari 34 provinsi di Indonesia memiliki
perUbahan iklim. lembaga untuk mengelola dan menyediakan layanan penyuluhan. Faktor
seperti kesulitan untuk merekrut petugas penyuluhan baru (yang digaji

memahami dan dapat mengelola risiko-risiko akibat perubahan iklim.

mitigasi atau adaptasi

rendah) mengakibatkan kegagalan pemerintah dalam mencapai target mempunyai setidaknya
satu penyuluh per desa. Faktanya, hanya sekitar separuh desa di Indonesia memiliki petugas
penyuluh (Savelli et al., 2021).

Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian
Pertanian (Kementan), pemerintah telah berupaya mendigitalisasi sejumlah layanan penyuluhan
untuk mengatasi kurangnya sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi dan
konektivitas yang lebih baik (Savelli et al., 2021). Upaya-upaya pemerintah untuk memutakhirkan
layanan penyuluhan menggunakan teknologi meliputi panggilan telepon dan konferensi video
dengan petani, pemanfaatan CCTV untuk memantau lahan, penggunaan ponsel dan komputer
pribadi, serta pengembangan aplikasi layanan penyuluhan. Namun, tidak semua daerah memiliki
infrastruktur digital yang memadai untuk mendukung layanan-layanan ini. Bahkan, layanan-
layanan penyuluhan digital itu pun membutuhkan petugas penyuluh khusus di lapangan. Banyak
petani menggunakan teknologi yang relevan hanya untuk berkomunikasi dan mengakses sosial
media, serta kurang memahami cara mengakses layanan penyuluhan digital.

Misalnya, meski ELNifio tahun 1997 sudah diprediksi, informasi tersebut dan dampak-dampaknya
tidak dikomunikasikan kepada petani (Bank Dunia, 2008). Walaupun kini petani memiliki akses
terhadap perkiraan cuaca dan iklim melalui kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(BMKG) setempat, mereka masih kesulitan memperoleh informasi iklim dari badan ini dan
merasa skeptis terhadap reliabilitas informasinya (Savellietal., 2021). Oleh karenanya, mayoritas
petani masih mengandalkan kearifan tradisional dan intuisi untuk mengambil keputusan
tentang aktivitas-aktivitas terkait produksi. Agar mitigasi dan adaptasi dengan perubahan iklim
dapat diarusutamakan melalui layanan penyuluhan pertanian, penyuluh dan petani harus bisa
mengakses informasi iklim dan layanan konsultasi yang reliabel dan selalu tersedia.




PERSAINGAN ANTARA KETAHANAN PANGAN DAN
KETAHANAN ENERGI DARI PRODUK-PRODUK
MINYAK SAWIT

Pada 2006, Indonesia mulai mengembangkan BBN dari minyak sawit mentah (crude palm oil
atau CPO). Program BBN dari CPO berpotensi mengancam ketahanan pangan dan mendorong
konversi lahan menjadi perkebunan-perkebunan kelapa sawit sehingga
menciptakan persaingan antara ketahanan pangan dan ketahanan Program BBN dari CPO
energi (Amir et al., 2022). .

berpotensi mengancam
Di Indonesia, biodiesel dari CPO membentuk hampir 40% dari ketahanan pangan
penggunaan CPO secara keseluruhan, sementara pangan membentuk dan mendorong
hampir 50% (Basri, 2022); hal ini menciptakan persaingan antara
ketahanan pangan dan ketahanan energi. Misalnya, dari awal hingga
pertengahan 2022, kebijakan BBN dari CPO memperparah lonjakan perkebunan'perkebunan
drastis harga CPO dan minyak goreng domestik. Kebijakan tersebut kelapa sawit sehingga
kian memberikan tekanan terhadap permintaan domestik ketika harga

konversi lahan menjadi

menciptakan persaingan

CPO terdorong untuk mengekspor? (Tenggara Strategics, 2022; Wihardja antara ketahanan pangan
& Patunru, 2022). dan ketahanan energi.

energi dan pangan global tinggi akibat perang di Ukraina, dan produsen

Kebijakan biodiesel Indonesia yang bermula pada 2006 dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.
1/2006 mengatur bahwa bahan bakar fosil harus dicampur dengan minyak sawit dengan tujuan
menjaga ketahanan energi, menurunkan emisi karbon, serta mengurangi defisit perdagangan.
Menurut peta jalan perkembangan BBN Indonesia, BNN diproyeksikan akan membentuk 5%
dari keseluruhan bauran energi Indonesia pada 2025. Persentase tersebut akan setara dengan
22,26 miliar liter biodiesel, bioetanol, dan minyak bio. Secara spesifik, penggunaan biodiesel
diharapkan akan menyumbang 10% (setara dengan 2,4 miliar liter) terhadap keseluruhan
konsumsi bahan bakar diesel pada 2010, dan meningkat 20% (mencapai 10,22 miliar liter) pada
2025 (Caroko et al., 2020). Peraturan ini menginstruksikan peningkatan bertahap dalam tingkat
mandatori BBN dari CPO, dimulai dari 5% pada 2006 untuk mencapai 30% pada 2021 (target ini
tercapai tepat waktu).

Sebuah studi yang dilakukan pada 2021 menemukan bahwa penurunan pendapatan ekspor
dari program BBN dari CPO, jika terlaksana hingga 2030, dapat melebihi penghematan dari
impor bahan bakar fosil. Studi tersebut juga menemukan bahwa perkebunan kelapa sawit perlu
diperluas sebesar 48% menjadi 76% untuk memenuhi permintaan akan BBN (Halimatussadiah
& Siregar, 2021).

? Pada awal 2022, seiring dengan lonjakan harga CPO secara global, produsen Indonesia berbondong-bondong mengekspor CPO,
dan harga CPO dan minyak goreng domestik naik tajam. Pemerintah kemudian memberlakukan Domestic Market Obligation
(DMO) yang mewajibkan eksportir menjual 20% dari ekspor yang direncanakan ke pasar domestik untuk menambah pasokan
domestik. Pada Maret 2022, ekspor CPO dan produk-produk turunannya dari Indonesia dilarang secara sementara sehingga
mengakibatkan kekacauan dalam pasar CPO domestik dan internasional, meski akhirnya larangan ekspor ini dicabut.
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KESIMPULAN

Indonesia dapat membangun sistem agropangan yang lebih berkelanjutan dengan berfokus
pada intensifikasi alih-alih ekstensifikasi, meningkatkan efisiensi rantai pasok, mengembangkan
kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui perbaikan layanan dan teknologi
penyuluhan pertanian, serta menghapus kebijakan-kebijakan yang mendukung praktik-praktik
pertanian tidak berkelanjutan. Perubahan-perubahan ini membutuhkan berbagai pengetahuan,
instrumen, kebijakan, dan kebijaksanaan baru, serta memerlukan pendekatan interdisipliner
karena ketahanan pangan dan ekologi beresiko meningkatkan isu-isu terkait biofisika, sosial-
ekonomi, dan kesehatan.

Indonesia dapat membangun sistem agropangan yang lebih
berkelanjutan dengan berfokus pada intensifikasi alih-
alih ekstensifikasi, meningkatkan efisiensi rantai pasok,
mengembangkan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan
iklim melalui perbaikan layanan dan teknologi penyuluhan
pertanian, serta menghapus kebijakan-kebijakan yang
mendukung praktik-praktik pertanian tidak berkelanjutan.

Reformasi untuk membuat sistem agropangan berkelanjutan harus berbasis sains,
menggunakan kebijakan berbasis bukti yang diterapkan di tingkat nasional, provinsi, dan lokal.
Peralihan dari praktik-praktik pertanian yang produksisentris menjadi ekosistemsentris harus
dikalibrasi, dikoordinasikan, dan diatur dengan saksama. Pengalaman nyata dari Sri Lanka
telah memperlihatkan bahwa kebijakan yang tidak dipertimbangkan dengan baik-baik, seperti
larangan impor pupuk sintetis, dapat membawa konsekuensi buruk pada ketahanan pangan.




REKOMENDASI

Lanjutkan pengalihan subsidi pupuk

Pemerintah dapat terus mengalihkan sumber daya dari subsidi harga pupuk (subsidi barang) ke
subsidi langsung bagi petani (subsidi orang) melalui sistem kartu tani (Alta et al., 2021). Perlindungan
sosial tertarget seperti subsidi langsung untuk petani membutuhkan data penerima perlindungan
sosial dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Indonesia yang masih memiliki banyak
kelemahan (Bank Dunia dan Pemerintah Australia, 2022). Pemerintah juga harus mengawasi serta
meregulasi pestisida berbahaya dan menutup celah regulasi dalam sistem pengendalian hama
terpadu nasional, yakni sistem pengendalian hama yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan,
termasuk penggunaan varietas benih yang lebih tahan hama, penyediaan habitat bagi musuh alami
hama (predator, parasit, dan patogen), rotasi tanaman, dan pembatasan penggunaan pestisida kimia
kecuali benar-benar dibutuhkan. Upaya ini harus dibarengi dengan penerapan yang lebih disiplin
dan kesadaran dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pekerja layanan penyuluhan, tentang
bahaya penggunaan pestisida yang berlebihan dan tidak tepat.

Tingkatkan investasi pada intensifikasi pertanian

Indonesia perlu lebih berfokus pada intensifikasi daripada ekstensifikasi. Peningkatan jumlah
panenlah—bukan perluasan lahan pertanian—yang akan meningkatkan pendapatan petani serta
membantu mempertahankan dan menarik petani baru ke industri ini. Intensifikasi memerlukan
lebih banyak investasi pada modal manusia dan teknologi, serta reformasi kebijakan untuk
memfasilitasi investasi ini. Reformasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

e Memperbolehkan sektor swasta untuk bersaing dengan badan-badan usaha milik negara
(BUMN) di pasar untuk input-input seperti benih, pupuk, mesin, dan alat pertanian lainnya.
Kebijakan pertanian Indonesia yang berlaku saat ini membatasi penggunaan input
berkelanjutan, seperti benih hibrida untuk meningkatkan hasil panen dan resiliensi tanaman,
dengan adanya hambatan masuk ke pasar (barriers to market entry) (Alta et al., 2021).

e Menciptakan pasar output yang memungkinkan petani mendapatkan harga lebih tinggi
atas usaha mereka menjaga ekosistem. Hal ini akan mendorong petani untuk mengadopsi
praktik-praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Caranya bisa jadi melalui sertifikasi
keberlanjutan (sudah diterapkan untuk kopi dan minyak sawit, tetapi bisa diperluas ke
produk-produk ekspor seperti teh dan kakao) dan pembayaran atas jasa lingkungan
(payments for environmental services atau PES), yaitu bentuk pembiayaan iklim bagi petani
berskala kecil dan komunitas, seperti proyek PES Daerah Aliran Sungai (DAS) Rejoso di
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur."®

» Mendukung layanan penyuluhan swasta berbasis imbalan (fee-based) melalui kemitraan
dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga pembangunan, asosiasi petani, dan
sektor swasta. Dalam taraf tertentu, inisiatif seperti ini telah dilaksanakan, seperti dukungan
dari Mars (perusahaan makanan manis) dan Rikolto (LSM) untuk petani kakao di Sulawesi.?

0 Lihat https://www.worldagroforestry.org/project/rejosokita
" Lihat https://indonesia.rikolto.org/en/project/cocoa-sulawesi-indonesia
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Kotak 1
Studi Kasus Sertifikasi Keberlanjutan

Studi kasus tentang sertifikasi keberlanjutan untuk kopi dan minyak sawit di Indonesia
memberikan contoh cara-cara untuk beralih menuju sektor pertanian yang inklusif dan
berkelanjutan:

Kopi: Sertifikasi keberlanjutan untuk kopi telah berkembang pesat. Sertifikasi
keberlanjutan bermula di Indonesia pada 1992 dengan kopi organik Gunung Gayo dari
wilayah Takengon di Aceh Tengah, kopi tersertifikasi Utz (bagian dari Rainforest Alliance
sejak 2018) di Aceh, Lampung, Jawa Timur, dan Sulawesi, serta skema Starbucks C.A.F.E.
di Sumatra Utara, Aceh, dan Toraja, Sulawesi Selatan (salah satu praktik terbaik pada
tingkat perusahaan).

Standar sertifikasi telah mendorong praktik-praktik pengelolaan lahan yang lebih
berkelanjutan di Aceh, Toraja, dan Bali. Di daerah-daerah tersebut, pekebun kopi
mengadopsi perkebunan organik, rendah input, dan shade-grown. Setelah beberapa
tahun diimplementasikan, eko-sertifikasi kopi telah memengaruhi struktur harga kopi:
pedagang yang menjual kopi tersertifikasi organik kepada eksportir mulai mendapatkan
harga lebih tinggi daripada kopi tidak tersertifikasi (Arifin, 2021).

Minyak sawit: Roundtable on Sustainable Palm Qil (RSPO) dibentuk pada 2004 oleh
pembeli-pembeli CPO, LSM, dan organisasi lingkungan. RSPO awalnya menyasar
perusahaan-perusahaan besar untuk memproduksi minyak sawit secara berkelanjutan,
dengan cara-cara seperti menghindari pembabatan hutan, melindungi habitat orangutan,
menjaga margasatwa, dan tidak mengoversi lahan gambut. Beberapa perusahaan minyak
sawit Indonesia telah tersertifikasi RSPO.

Manajemen sertifikasi keberlanjutan yang melibatkan petani-petani rakyat adalah
pekerjaan yang kompleks dan besar. Dari seluruh produsen tandan buah segar (buah yang
menjadi bahan minyak sawit), 41% adalah petani rakyat yang sebagian besar memiliki
lahan kurang dari dua hektar. Petani harus membentuk kelompok dan bermitra dengan
perusahaan-perusahaan besar.

Indonesia memiliki komitmen serius untuk menerapkan sertifikasi berkelanjutan pada
tingkat global (RSPO dan International Sustainability and Carbon Certification [ISCC]), yang
bersifat sukarela, dan pada tingkat nasional (Indonesia Sustainable Palm Qil [ISPQ]), yang
bersifat wajib. Perkembangan minyak sawit berkelanjutan, terutama sertifikasi RSPO,
telah meningkatkan standar industri minyak sawit Indonesia sekaligus akses industri ini
ke negara-negara yang memberlakukan standar keberlanjutan tinggi, termasuk negara-
negara anggota Uni Eropa.

Tidak seperti kopi, sertifikasi keberlanjutan minyak sawit masih belum menciptakan
harga premium bagi petani berskala kecil (Hidayat et al., 2016). Meski demikian, minyak
sawit berkelanjutan dipercaya lebih inklusif dan dapat meningkatkan daya saing minyak
sawit Indonesia.




Prioritaskan investasi pada logistik pascapanen

Untuk mengurangi FLW, Indonesia perlu memprioritaskan investasi pada logistik, penyimpanan,
danteknologipascapanen,terutamalogistikcoldchain,yangharusdistandarkan.Logistikcoldchain
di Indonesia tidak terstandar, misalnya, dalam hal suhu penyimpanan, keamanan, dan prosedur
operasional (Allied Market Research, 2022). Pasar untuk logistik cold chain diprediksikan akan
meningkat hingga US$12,6 miliar pada 2031 dari US$4,97 miliar pada 2021 sehingga menjadi
industri yang menjanjikan, baik bagi sektor swasta maupun pemerintah (Allied Market Research,
2022). Selain itu, tinjauan belanja pemerintah perlu dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian
dan efisiensi belanja pada alat pertanian. Misalnya, lebih banyak anggaran bisa diarahkan untuk
membantu petani membeli alat pengering dan mendukung penggiling membeli lebih banyak
mesin penggiling modern guna mengurangi food loss pascapanen, alih-alih pemanen kombinasi
(combine harvester) roda empat kepada petani.

Giatkan layanan penyuluhan pertanian melalui
penggunaan teknologi

Pemerintah dapat melembagakan Warung Ilmiah yang membantu petani memperoleh
pengetahuan agrometeorologi dan mengadaptasikan praktik-praktik mereka dengan dengan
variabilitas iklim yang kian meningkat. Pemerintah dapat berkomitmen pada edukasi serta
pelatihan dan transfer teknologi dengan dampak jangka panjang, daripada mengandalkan
program-program jangka pendek seperti lokakarya yang hanya dilakukan sekali (Winarto et al.,
2018). Selain itu, pemerintah dapat menyokong upaya layanan penyuluhan digitalnya dengan
meningkatkan konektivitas digital di daerah-daerah terpencil dan sistem penyuluhan pertanian
siber, serta dengan melibatkan petani-petani muda yang mungkin lebih mahir menggunakan
teknologi digital. Program-program untuk meningkatkan adopsi teknologi, seperti yang saat ini
dikembangkan dan diimplementasikan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang tersedia
di semua provinsi di Indonesia dapat diintegrasikan dengan program-program pemberdayaan
petani di bawah Pusat Penyuluhan Pertanian Kementan.

Diversifikasikan sumber BBN

Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mendiversifikasi sumber BBN ke komoditas-
komoditas nonpangan, seperti biji karet dan tanaman jarak (EBTKE, 2021). Pemerintah perlu
berfokus meningkatkan produktivitas minyak sawit yang saat ini masih rendah dibandingkan
dengan produsen minyak sawit lainnya, yakni untuk menghindari pembukaan lahan baru.
Misalnya, Malaysia memproduksi 3,96 ton minyak sawit per hektar per tahun, dibandingkan
dengan 2,70 ton per hektar di Indonesia (Triatmojo, 2019).
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